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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMINDAHTANGANAN TANAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN
KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang Doa.

Mengingat » 1.

BUPATI PEMALANG,

bahwa tanah Desa merupakan salah satu sumber
kekayaan yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa,
maka perlu dilestarikan keberadaannya;

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib
administrasi pertanahan di Desa, maka perlu adanya
peraturan yang mengatur prosedur pemindahtanganan
Tanah Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemindahtanganan
Tanah Desa Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di
Kabupaten Pemalang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMINDAHTANGANAN TANAH DESA UNTUK PEMBANGUNNAN
KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Pemalang.

6. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutntya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah keputusan berdasar musyawarah yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh bersama BPD.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang bersasal dari kekayaan asli milik
desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan,
penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku
data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan
pengelolaan barang, pengguna baran, dan/atau kuasa pengguna barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa

Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang
dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan menerima
penggantiannya dalam bentuk barang.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada
data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/tehnis
tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.

Tenaga Penilai adalah merupakan penilai Jasa Apraisal yang independen

resmi dan dikukuhkan oleh kementerian keuangan.
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18. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasi dan atau dimiliki oleh Pemerintah
Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk
kepentingan sosial.

19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan aset desa.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini  meliputi
pemindahtanganan aset desa yang digunakan untuk kepentingan umum.

BAB Il
PEMINDAHTANGANAN

Pasal 3

(1) Pemindahtanganan aset desa berupa tanah dan/ atau bangunan milik desa
yang digunakan untuk kepentingan umum dilakukan dengan tukar menukar.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besarnya ganti rugi
sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan
nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. apabila tanah pengganti belum tersedia, maka terhadap tanah pengganti
terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;

c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;

d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c¢ diutamakan
berlokasi di Desa setempat; dan

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana
dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu
kecamatan dan/atau desa kecamatan lain yang berbatasan langsung.

(3) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan/
ditentukan oleh Tenaga Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 4

(1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan

tahapan:

a.

b.

Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati mengenai hasil
Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon
lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;

Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk

selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur.

(2)Apabila lokasi Tanah Pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tahapan:

a.

Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data dengan
membentuk tim untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang
dituangkan dalam berita acara;

Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada
huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan
pemberian persetujuan;

Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa

menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa.

(3)Tim tinjauan lapangan dan verifikasi data keanggotaannya terdiri dari SKPD

yang membidangi:

1. Pemerintahan;

N

Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengawasan; dan

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(4)Tim tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan

untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik

desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.

(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk

memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur

dari Pemerintah Desa, BPD, Pihak yang melakukan tukar menukar, pemilik

tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat kecamatan, Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait

lainnya.
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(3)Hasil tinjauan Lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para
pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(4)Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
a. hasil Musyawarah Desa,;
b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya;
dan
c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 6
(1) Ganti Rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b

apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif
sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
(2)Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kepentingan desa dalam bentuk belanja modal.
(3)Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam Kas Desa
dan penggunaanya ditetapkan dalam APBDesa.
(4)Ketentuan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 36



